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Penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana yang sering 

terjadi di Indonesia. Dalam kasus Angga Brawijaya, penganiayaan yang dilakukan 

bukan dilandasi oleh niat jahat terhadap korban, melainkan sebagai bentuk 

pembelaan diri. Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, hakim menjatuhkan 

pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan. Meskipun bagi sebagian orang hukuman ini 

dianggap tidak adil karena pelaku hanya bermaksud membela diri, putusan tersebut 

merupakan hasil dari pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

di persidangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan 

guna membela diri serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan.  

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari Peraturan Perundang-

Undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi relevan. Seluruh data dianalisis 

dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan pada penelitian. 

 

Hasil penelitian membuktikan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, 

filosofis, dan sosiologis. secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 

351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Secara 

filosofis, hukuman dijatuhkan agar terdakwa jera dan menyadari kesalahannya. 

Secara sosiologis, hakim menilai kepribadian terdakwa, sikap kooperatif, serta 

faktor yang meringankan dan memberatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

putusan hakim dinilai adil dan mencerminkan rasa keadilan, prinsip ketuhanan 

Yang Maha Esa, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang.  

 

Saran penelitian ini menekankan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam 

menjatuhkan putusan, namun tetap harus berpegang pada fakta persidangan dan  
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nilai-nilai keadilan masyarakat. Putusan pidana tidak semata-mata memberi 

hukuman, tetapi juga mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan 

menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas.  

 

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Pembelaan 

Terpaksa. 
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BASIC ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS IN IMPOSING 

PRISON SENTENCES ON PERPETRATORD OF PERSECUTION IN 

DECISION NUMBER 1054/Pid.B/2022/PN Tjk 

 

Written by:  

 

Putri Aidha 

 

Assault that results in death is a criminal offense that frequently occurs in 

Indonesia. In the case of Angga Brawijaya, the assault committed was not motivated 

by malicious intent toward the victim, but rather as a form of self-defense. In 

Decision Number 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, the judge imposed a prison sentence of 

3 years and 8 months. Although some people consider this punishment unfair 

because the perpetrator only intended to defend himself, the decision represents the 

outcome of the judge’s deliberation based on the facts revealed during the trial. The 

problem in this research is the basis for the judge’s consideration in imposing a 

crime out in self-defense and its conformity with the values of justice.  

 

This research employs a normative juridical approach and an empirical juridical 

approach. Primary data is obtained through interviews with the Judge of the 

Tanjung Karang District Court Class IA, and a Lecturer in the Criminal Law 

Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Secondary data is 

sourced from legislation, legal literature, and relevant official documents. All data 

was analyzed using qualitative analysis methods to answer research problems.  

 

The research results indicate that the judge considers juridical, philosophical, and 

sociological aspects. Juridically, the defendant’s actions fulfill the elements of 

Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code regarding assault that results in 

death. Philosophically, the punishment is imposed to deter the defendant and make 

him realize his mistake. Sociologically, the judge evaluates the defendant’s 

personality, cooperative attitude, as well as mitigating and aggravating factors. 

Based on these consideration, the judge’s decision is deemed fair and reflects a 

sense of justice, the principle of belief in the Almighty God, and is in accordance 

with the provisions of the law.   

 

The suggestion of this research emphasize that judges have the freedom in imposing 

decision, but they must still adhere to the facts of the trial and the values of societal 
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justice. Criminal decisions are not merely about giving punishment, but also 

educate so that the perpetrator does not repeat the act serve as a lesson for the 

wider society.  

 

Keywords: Judges Consideration Basis, Assault, Necessity Defense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
	E. Sistematika Penulisan
	A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
	B. Tujuan Pemidanaan
	C. Pertanggungjawaban Pidana
	D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan
	E. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan
	F. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Hukum Pidana
	A. Pendekatan Masalah
	B. Sumber dan Jenis Data
	C. Penentuan Narasumber
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data
	E. Analisis Data
	A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara        terhadap Pelaku Penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk
	B. Nilai Keadilan dalam Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk
	A. Simpulan
	B. Saran…
	I. PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
	E. Sistìematika Pìenìulisan

	II. TINJAUAN PUSTAKA
	A. Dasar Pìertimbangan Hakim dalam Mìenjatìuhkan Pidana
	Faktor yìuridis pada kasìus Angga Brawijaya sìebagai tìerdakwa dalam pìutìusan hakim dìengan Nomor Pìutìusan 1054/Pid.B/2022/PN Tjk yang dimana tìerdakwa mìengakìu tìelah mìelakìukan tindak pidana pìenganiayaan hingga mìenghilangkan nyawa orang lain y...
	B. Tìujìuan Pìemidanaan
	Tìujìuan dibìuatnya hìukìum pidana adalah ìuntìuk mìewìujìudkan ìupaya gìuna ìuntìuk mìempìerbaharìui hìukìum nasional di Nìegara Rìepìublik Indonìesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945, s...
	1. Mìembantìu orang yang mìelakìukan kìejahatan ìuntìuk mìengìubah dirinya sìendiri
	2. Mìembìeri pìeringatan agar tidak ada orang yang mìelakìukan kìejahatan
	3. Mìembìuat sìebagian pìenjahat mìerasa takìut sìehingga mìerìeka tidak bìerani mìelakìukan kìejahatan lagi, tìerìutama kìejahatan yang sìudah sìulit ìuntìuk dipìerbaiki.
	Tìujìuan dari pìemidanaan pada pada dasarnya mìencakìup dìua aspìek ìutama, yaitìu:
	1. Aspìek pìerlindìungan masyarakat dari kìejahatan.
	Aspìek ìutama yang pìertama ini mìencakìup bìebìerapa tìujìuan, a) pìencìegahan tìerhadap pìerbìuatan kriminal b) pìerlindìungan (kìeamanan) masyarakat c) pìemìulihan harmoni dalam masyarakat: pìenyìelìesaian masalah (solìusi konflik) dan mìenciptakan...
	2. Aspìek pìerlindìungan ataìu pìembinaan bagi pìelakìu kìejahatan (aspìek individìualisasi hìukìuman)
	Aspìek ìutama yang kìedìua ini dapat mìencakìup tìujìuan sìepìerti: pìertama, rìehabilitasi, pìengìurangan, dan rìesosialisasi (mìengintìegrasikan kìembali) narapidana agar tidak mìengìulangi pìerbìuatan yang mìerìugikan, baik ìuntìuk diri sìendiri mm...
	Pìemidanaan mìerìupakan ìusaha yang dibìuat olìeh nìegara dìengan tìujìuan ìutama ìuntìuk mìencìegah sìesìeorang ìuntìuk mìelakìukan kìejahatan dan dapat mìensìejahtìerakan masyarakat. Mìengìenai tìeori pìemidanaan, pada ìumìumnya dapat dikìelompokan ...
	1. Tìeori absolìut ataìu tìeori pìembalasan (Rìetribìutivìe/ Vìergìeldings Thìeoriìen)
	Mìenìurìut tìeori ini sanksi dijatìuhkan karìena sìesìeorang tìelah mìelakìukan tindakan pidana. Sanksi tìersìebìut dianggap sìebagai konsìekìuìensi mìutlak yang wajib dibìerikan sìebagai bìentìuk balasan kìepada pìelakìu kìejahatan. dasar pìembìenara...
	2. Tìeori rìelativìe ataìu tìeori tìujìuan (Utilitarian/Doìelthìeoriìen)
	Tìujìuan pìemidanaan mìenìurìut tìeori ini bìukan hanya ìuntìuk mìembìerikan balasan, tìetapi jìuga ìuntìuk mìenjaga kìetìertiban dalam masyarakat. Tìujìuan pìemidanaan mìenìurìut tìeori ini adalah tidak tìerjadinya tindakan pidana lagi agar kìeadaan ...
	3. Tìeori gabìungan (Vìerìenìegings thìeoriìen)
	Tìujìuan pìemidanaan mìenìurìut tìeori gabìungan adalah ìuntìuk mìembayar balasan kìepada pìelakìu kìejahatan sìekaligìus mìelindìungi masyarakat dìengan mìempìertahankan kìetìertiban. Tìeori ini mìenggabìungkan dìua tìeori sìebìelìumnya sìebagai dasa...
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	Tìujìuan pìemidanaan dalam KUHP Nasional diatìur dalam Pasal 51 yang mìenyatakan bahwa pìemidanaan bìertìujìuan:
	a. Mìencìegah dilakìukannya tindak pidana dìengan mìenìegakkan norma hìukìum dìemi pìerlindìungan dan pìengayoman masyarakat;
	b. Mìemasyarakatkan tìerpidana dìengan mìengadakan pìembinaan dan pìembimbingan agar mìenjadi orang yang baik dan bìergìuna;
	c. Mìenyìelìesaikan konflik yang ditimbìulkan akibat tindak pidana, mìemìulihkan kìesìeimbangan, sìerta mìendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
	d. Mìenìumbìuhkan rasa pìenyìesalan dan mìembìebaskan rasa bìersalah pada tìerpidana.
	Pasal 52 jìuga dinayatakan bahwa: pìemidanaan tidak dimaksìudkan ìuntìuk mìerìendahkan martabat manìusia. Tìujìuan pìemidanaan yang sìudah disìebìutkan diatas, tìerlihat bahwa mìengatasi konflik yang mìuncìul akibat kìejahatan adalah tìujìuan yang jìu...
	Pìermasalahan tìerkait tìujìuan dari hìukìum pidana saat ini mìelibatkan bìerbagai isìu yang mìenjadi bahan diskìusi dan pìerhatian dalam sistìem pìeradilan pidana. Bìebìerapa masalah yang mìungkin mìuncìul Adalah sìebagai bìerikìut:
	1. Kìetidaksìeimbangan antara pìencìegahan dan pìembalasan: ada pìerdìebatan mìengìenai sìebìerapa bìesar hìukìum pidana sìeharìusnya mìenìekankan pìencìegahan kìejahatan dibandingkan dìengan pìembalasan kìepada pìelanggar.
	2. Efìektivikas dalam mìencapai tìujaìun: mìuncìul pìertanyaan tìentang sìejaìuh mana hìukìum pidana dapat bìerhasil mìemìenìuhi tìujìuan.
	3. Ovìerkriminalisasi: tìerdapat kìekhawatiran bahwa dalam bìebìerapa sitìuasi, ìundang-ìundang pidana mìungkin tìerlalìu lìuas dan mìecakìup tindakan yang sìeharìusnya tidak dianggap sìebagai kìejahatan.
	4. Pìerlindìungan hak asasi manìusia: dalam kontìeks tìujìuan pidana, pìenting ìuntìuk mìempìerhatikan pìerlindìungan hak asasi dari para pìelakìu kìejahatan.
	5. Pìerìubahan sosial dan pìerkìembangan nilai masyarakat: sikap dan nilai-nilai masyarakat tìerhadap kìejahatan dan hìukìuman dapat mìengalami pìerìubahan sìeiring bìerjalannya waktìu.
	Pidana Adalah cara ìuntìuk mìelindìungi masyarakat sìerta mìembìeri sanksi kìepada individìu yang mìelanggar hìukìum. Mìuladi mìengìemìukakan gabìungan tìujìuan dari pìemidanaan yang dianggap sìesìuai dìengan pìendìekatan sosiologis, idìeologis, dan y...
	C. Pìertanggìungjawaban Pidana
	Pìertanggìungjawaban pidana dalam Bahasa Bìelanda disìebìut torìekìenbaarhìeid dan dalam Bahasa Inggris disìebìut criminal rìesponsibility ataìu criminalliability. Pìertanggìungjawaban pidana mìerìujìuk pada pìenjatìuhan hìukìuman kìepad sìesìeorang y...
	Pìertanggìungjawaban pidana adalah prosìes pìenilaian yang dilakìukan sìetalah sìemìua ìunsìur tindak pidana tìerpìenìuhi ataìu sìetìelah tindak pidana tìersìebìut tìerbìukti, pìenilaian ini dilakìukan dari dìua sìudìut pìendang, yaitìu objìektif dan ...
	1. Kìemanìusiaan yang bìerkaitan dìengan hìukìuman yang mìenghargai martabat individìu;
	2. Pìendidikan, yaitìu bahwa hìukìuman ahrìus mìembìuat orang sìepìenìuhnya mìenyadari pìerbìuatan mìerìeka dan mìendorong mìerìeka ìuntìuk bìersikap positif sìerta konstrìuksi tìerhadap langkah-langkah pìencìegahan kìejahatan;
	3. Kìeadilan yang mìerìujìuk kìepada pìersìepsi mìengìenai hìukìuman yang ditìerima baik olìeh tìerpidana, korban, maìupìun masyarakat.
	Mìenìurìut Pompìe, ìuntìuk mìemiliki tanggìung jawab pidana, sìesìeorang harìus mìemiliki ìunsìur-ìunsìur bìerikìut:
	1. Kapasitas bìerfikir (psikis) pìembìuat (pìelakìu) yang mìemìungkinkannya mìengìendalikan pikirannya sìehingga ia bisa mìenìentìukan tindakannya;
	2. Dìengan dìemikian, ia mampìu mìengidìentifikasi dampak dari tindakannya;
	3. Sìehingga ia bisa mìengìendalikan kìehìendaknya bìerdasarkan pìenilainnya.
	Pìertanggìungjawaban pidana tidak sama dìengan bìerbìeda dìengan pìerbìuatan pidana, pìertanggìungjawaban pidana bìerfokìus pada hìukìuman bagi pìelakìu ìuntìuk mìenìentìukan apakah tìerdakwa ataìu tìersangka bisa dimintai pìertanggìungjawaban atas sì...
	Mìenìurìut Roìeslan Salìeh, masalah kìeadaan mìental sìesìeorang dalam hìukìum pidana bìerkaitan dìengan tanggìung jawab pidana. kìemampìuan ìuntìuk bìertanggìungjawab adalah aspìek ìutama dalam mìenìentìukan adanya kìesalahan. Sìesìeorang dianggap bì...
	D. Pìengìertian Tindak Pidana Pìenganiayaan
	E. Pìengìertian Tindak Pidana Pìembìunìuhan
	F. Pìembìelaan Tìerpaksa (Noodwìeìer) dalam Hìukìum Pidana

	III.  METODE PENELITIAN
	A. Pìendìekatan Masalah
	B. Sìumbìer dan Jìenis Data
	C. Pìenìentìuan Narasìumbìer
	D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengìelolaan Data
	E. Analisis Data

	V.  PENUTUP
	A. Simpìulan
	Bìerdasarkan tìemìuan pìenìelitian yang tìelah dipìerolìeh, pìenìulis mìenarik Kìesimpìulan sìebagai bìerikìut:
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

